BAB 111
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa
penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) perkara nomor 07/KPPU-L/2007 belum
mencerminkan adanya kepastian hukum yang konsisten terkait dengan
pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan. Perihal tersebut terlihat

dari :

1. Perluasan makna pengertian dari suatu istilah, serta ketidak-
konsistenan penggunaan istilah dalam suatu pasal, dalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 menjadikan tidak efektifnya atau
tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan undang-undang itu
sendiri. Pencantuman klausula kausalitas “dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat” pada hampir setiap pasal dalam bab aturan mengenai
“Perjanjian yang dilarang”, “Kegiatan yang dilarang” maupun
“Posisi Dominan” memperlihatkan bahwa, tidak ada pertimbangan
yang cukup kuat kepada konsekuensi penggunaan pendekatan

antara “rule of reason” atau “per se” untuk melihat kasus-kasus

persaingan usaha.
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2. Kondisi sumber daya manusia di bidang persaingan usaha (para
anggota KPPU) masih kurang memadai dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 5 tabun 1999 ini sehinga cenderung tidak efektif
dikarenakan dari sangat dominannya pendekatan rule of reason
dalam undang-undang ini ternyata secara tidak langsung
memberikan peluang yang sangat besar kepada lembaga peradilan
dan otoritas yang terkait dengan penanganan persaingan usaha
untuk membuat pertimbangan yang salah atau bahkan kolusif
dalam memutuskan salah atau tidaknya suatu tindak persaingan

usaha,

B. SARAN

Berdasarkan pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi di atas,
maka perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, sehingga
masyarakat ataupun para pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami
pengaturan hak-hak dan kewajiban mereka didalam kegiatan usaha. Sosialisasi
tersebut berguna untuk meningkatkan transparansi dan mencerminkan adanya

kepastian hukum.
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